
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.364, 2012 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI. Standar. Kompetensi. Kerja. 
Nasional. Indonesia. Pencabutan.  

 
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 2012 

TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN  

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara 
Penetapan Standar  Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan 
penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia; 

  b. bahwa tata cara penetapan standar kompetensi kerja 
nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, merupakan pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penetapan Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.364 2

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4445); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  

5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi 
Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 338); 

9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 
2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENETAPAN 
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya 

disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup 
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aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja 
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Rencana Induk Pengembangan SKKNI, yang selanjutnya disebut RIP 
SKKNI, adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang 
disusun oleh instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan 
usaha. 

3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi 
dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan 
dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 

4. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis 
dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI. 

5. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan 
proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau 
acuan yang telah ditetapkan.  

6. Kaji ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam 
rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI 
agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan 
pekerjaan. 

7. Regional Model Competency Standard, yang selanjutnya disingkat 
RMCS, adalah model standar kompetensi yang pengembangannya 
menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk 
menghasilkan barang dan/atau jasa.  

8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang 
selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga 
pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan 
usaha tertentu. 

9. Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh 
instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di 
sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di 
bidang pelatihan dan produktivitas di Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 

11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Instansi 
Teknis dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penetapan dan 
kaji ulang SKKNI di sektor atau lapangan usaha masing-masing. 
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BAB II  
KELEMBAGAAN 

Pasal 3 
Kelembagaan pengembangan standar kompetensi terdiri atas Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi Teknis, Komite Standar 
Kompetensi, Tim Perumus SKKNI dan Tim Verifikasi SKKNI. 

Pasal 4 

(1) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 memiliki peran dan fungsi: 

a. pembinaan umum dan teknis pengembangan SKKNI secara nasional; 
b. penetapan norma dan kebijakan nasional pengembangan SKKNI; 
c. pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan SKKNI di sektor atau 

lapangan usaha; dan 
d. penetapan SKKNI. 

(2) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki peran 
dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-masing, meliputi: 
a. pengembangan SKKNI; 
b. koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI; 
c. penetapan pemberlakuan SKKNI; dan 

d. pembentukan Komite Standar Kompetensi. 
Pasal 5 

(1) Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
memiliki peran dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-
masing,  meliputi:  
a. penyusunan RIP SKKNI ; 
b. pembentukan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI; 
c. penilaian usulan penyusunan SKKNI; 
d. pengembangan SKKNI; 

e. penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi Rancangan SKKNI; dan 
f. pemantauan dan kaji ulang SKKNI. 

(2) Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk oleh Instansi Teknis dengan susunan organisasi dan 
keanggotaan sebagai berikut: 
a. Pengarah; 

b. Ketua merangkap anggota; 
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c. Sekretaris merangkap anggota;  
d. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang 

merepresentasikan unsur Instansi Teknis yang bersangkutan, 
Instansi Teknis terkait,  perusahaan atau asosiasi perusahaan, 
asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan 
pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi, serikat pekerja dan/atau 
pakar kompetensi. 

(3) Komite Standar Kompetensi didukung oleh sekretariat, dengan tugas 
memberi dukungan teknis dan administratif.   

(4) Komite Standar Kompetensi dan sekretariat didukung pendanaan yang 
bersumber dari anggaran Instansi Teknis yang bersangkutan. 

(5) Dalam hal Instansi Teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan 
fungsinya di bidang standardisasi, maka tugas dan fungsi Komite 
Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tugas satuan kerja yang bersangkutan.  

Pasal 6 
Tim Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat ad 
hoc, dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas: 
a. menyusun Rancangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha masing-

masing; dan 
b. melakukan kaji ulang Rancangan SKKNI. 

Pasal 7 
Tim Verifikasi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat ad 
hoc, dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas melakukan 
verifikasi Rancangan SKKNI di Instansi Teknis masing-masing sebelum pra 
konvensi. 

BAB III 
PERSYARATAN UMUM 

Pasal 8 
Rancangan SKKNI yang akan ditetapkan sebagai SKKNI harus memenuhi 
prinsip: 
a. relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di masing-masing 

sektor atau lapangan usaha; 
b. valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;  
c. aseptabel oleh para pemangku kepentingan; 
d. fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku 

kepentingan; dan 
e. mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan 

standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional. 
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